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ABSTRAK

Kasus kekerasan identik dengan perlakuan kekerasan pada wanita dan
anak, yang menjadi polemik dalam penelitian ini kekerasan tersebut terjadi dalam
lingkup rumah tangga (KDRT), tata cara penegakan hukum penghapusan dan
pencegahan kekerasan menjadi ciri khas yang sangat berbeda dengan penegakan
hukum penganiayaan dalam KUHP, Ciri khas kultur daerah serta naiknya jumlah
tindak pidana KDRT akan menjadi pembanding kasus dalam penelitian ini.
Dilaporkan telah terjadi 294 kasus pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan
anak dalam lingkup rumah tangga (KDRT), KDRT erat kaitannya dengan hukum
perlindungan anak, jika kekerasan yang muncul dalam rumah tangga tersebut
melibatkan dan mempengaruhi jiwa anak yang dibesarkan di dalamnya. Kenaikan
tersebut berkembang dengan adanya bentuk kekerasan verbal yang berdampak
psikis, serta penelantaran istri dan anak. Kenaikan perkara dan aturan yang
mengatur dirasakan penerapan pidana untuk menghapus dan mencegah terjadinya
KDRT menjadi pisau analisa untuk menemukan solusi hukum untuk mencegah
dan menghapus bentuk kejahatan penganiayaan fisik, dan psikis terhadap
perempuan dan anak tersebut. maka dari itu batasan masalah yang ditarik dari
latar belakang adalah Bagaimanakah Efektifitas Sanksi Pidana KDRT dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Terhadap
Pelaku ? dan Bagaimanakan Upaya Penegakan Hukum Melalui Penerapan Sanksi
Pidana Kepolisian Polda Jabar Terhadap Pelaku KDRT Menurut Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT?

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis
menggunakan metode pendekatan yuridis normative, Spesifikasi penelitian ini
bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara
rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan
obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan perceraian dengan alasan adanya
kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif
yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer,yang terdiri dari :
Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti Kepustakaan yang berkaitan dengan
Perkawinan dan Perlindungan anak.

Upaya Penegakan Hukum Melalui Penerapan Sanksi Pidana Kepolisian
Polda Jabar Terhadap Pelaku KDRT Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan KDRT tidak dapat begitu saja digunakan sebagai
ukuran untuk menentukan efektifitas. Efektifitas Sanksi Pidana KDRT dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT terbatas
pada cara penyelesaian. Disarankan agar Aparat penegak hukum di tuntut untuk
lebih progresif dalam menangani KDRT, hal ini selaras dengan adanya paradigm
penghapusan dan pencegahan KDRT, bentuk progresif tidak hanya menerapkan
pidana secara full enforcements saja, serta menerapkan peradilan yang murah
cepat dan efektif (contante justitie).


https://kesatu.co/geger-minta-ginjal-kpai-itu-termasuk-kekerasan-anak/

ABSTRACT

Cases of violence are identical to the treatment of violence against women
and children, which is a polemic in this study that violence occurs in the domestic
sphere (KDRT), the law enforcement procedures for the elimination and
prevention of violence are very different characteristics from law enforcement of
persecution in the Criminal Code. The typical local culture and the increasing
number of domestic violence crimes will be the comparison cases in this study.
There have been 294 reported cases of reporting of violence against women and
children in the household scope (KDRT), KDRT is closely related to child
protection law, if the violence that occurs in the household involves and affects
the lives of children who are raised in it. This increase was developed in the
presence of forms of verbal violence that had psychological impacts, as well as
neglect of wives and children. The increase in cases and regulations governing
the perceived application of crime to eliminate and prevent domestic violence
from occurring is an analysis tool to find legal solutions to prevent and eliminate
the forms of physical and psychological abuse against women and children.
therefore, the limitation of the problem drawn from the background is How the
Effectiveness of Criminal Violence in Law Number 23 Year 2004 Concerning the
Elimination of Domestic Violence Against Perpetrators? and What are the Law
Enforcement Efforts through the Application of Criminal Sanctions by the West
Java Police Against Domestic Violence Perpetrators According to Law Number
23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence?

The research method used is the approach method. Based on the
formulation of the problem and the research objectives, the writer uses the
normative juridical approach. researched, namely the relationship with divorce
on the grounds of domestic violence associated with the implementation of
positive law concerning the issues under study. The legal materials used in this
study are primary legal materials, which consist of: norms (basic) or basic rules,
namely Pancasila, the 1945 Constitution, Law Number 23 of 2004 concerning
Domestic Violence, secondary legal materials, namely legal materials that
provide an explanation of primary legal materials, such as literature related to
marriage and child protection

Law Enforcement Efforts through the Application of Criminal Sanctions
by the West Java Police Against Domestic Violence Perpetrators According to
Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, cannot
simply be used as a measure to determine effectiveness. The effectiveness of the
Domestic Violence Criminal Sanctions in Law Number 23 of 2004 concerning the
Elimination of Domestic Violence is limited to the method of settlement. It is
recommended that law enforcement officials be demanded to be more progressive
in dealing with domestic violence, this is in line with the paradigm of eliminating
and preventing domestic violence, progressive forms not only implementing
criminal full enforcements, as well as implementing cheap, fast and effective
justice (contante justitie).
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